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ABSTRAK 

Miftahulvi Dwi Ashari, 201710115243, Kewenangan Grasi Terhadap 

Narapidana Korupsi Lanjut Usia (Analisis Terhadap Pemberian Grasi Bagi 

Annas Maamun) 

Tindak pidana korupsi disebut sebagai tindak pidana yang luar biasa dikarenakan 

korupsi bersifat sistematik, endemik yang berdampak luas (systematic dan 

widespread) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar 

hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakkan perlu upaya 

compherensive extraordinary measures sehingga banyak peraturan, lembaga dan 

komisi yang dibentuk pemerintahan untuk menanggulanginya. Akibat dampak 

yang sangat besar tersebutlah maka penegakan hukum terhadap tindak pidana 

korupsi harus semakin dikuatkan. Namun, Presiden Joko Widodo malah 

memberikan Grasi terhadap narapidana korupsi lanjut usia Annas Maamun 

dengan alasan kemanusian sehingga mendapat kritikan dari berbagai kalangan 

pegiat anti-korupsi yang mengecam Keputusan Presiden tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses pengajuan permohonan Grasi 

oleh Annas Maamun hingga pemberian Grasi yang dilakukan oleh Presiden Joko 

Widodo serta relevansi atas pemberian grasi tersebut kepada narapidana korupsi 

lanjut usia seperti Annas Maamun. Pada penelitian ini  digunakan metode yuridis 

normatif artinya dalam penelitian mengkaji tentang asas-asas keadilan serta 

penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi mengenai permasalahan 

mengenai Grasi yang diberikan oleh Presiden terhadap terpidana korupsi lanjut 

usia Annas Maamun. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan terkait 

proses pengajuan permohonan Grasi oleh Annas Maamun dan permberian Grasi 

oleh Presiden Joko Widodo sudah sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Tidak hanya itu pada hasil penelitian dan 

pembahasan penulis juga menyimpulkan bahwa Keputusan Presiden dalam 

memberikan Grasi kepada narapidana korupsi lanjut usia Annas Maamun 

dianggap tidak sejalan dengan penegakkan hukum sebagaiman mestinya karna 

keputusan tersebut telah mencoreng nilai keadilan dan tidak menimbulkan efek 

jera pada pelaku. 

 

Kata Kunci: Narapidana, Korupsi, Grasi  
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ABSTRACT 

Miftahulvi Dwi Ashari, 201710115243, Authority of Clemency Against Elderly 

Corruption Convicts (Analysis of Granting Clemency to Annas Maamun) 

The crime of corruption is referred to as an extraordinary crime because 

corruption is systematic, endemic with a broad impact (systematic and 

widespread) which not only harms state finances but also violates the social and 

economic rights of the wider community so that enforcement efforts need 

comprehensive extraordinary measures so that many regulations, institutions and 

commissions formed by the government to deal with it. As a result of this 

enormous impact, law enforcement against corruption must be strengthened. 

However, President Joko Widodo instead granted clemency to the elderly 

corruption convict Annas Maamun on humanitarian grounds, thus drawing 

criticism from various anti-corruption activists who criticized the Presidential 

Decree. 

This study aims to analyze the process of applying for clemency by Annas 

Maamun to the granting of clemency by President Joko Widodo and the relevance 

of granting clemency to elderly corruption convicts such as Annas Maamun. In 

this study, the normative juridical method was used, meaning that in this research 

it examines the principles of justice and law enforcement against criminal acts of 

corruption regarding the issue of clemency granted by the President to the elderly 

corruption convict Annas Maamun. 

Based on the results of research and discussion, the author concludes that the 

process of submitting an application for clemency by Annas Maamun and 

granting clemency by President Joko Widodo is in accordance with the 

procedures as stipulated in Law Number 5 of 2010 concerning Amendments to 

Law Number 22 of 2002 concerning Clemency. Not only that, the results of the 

research and discussion the author also concludes that the Presidential Decree in 

granting clemency to the elderly corruption convict Annas Maamun is considered 

not in line with law enforcement properly because the decision has tarnished the 

value of justice and does not cause a deterrent effect on the perpetrators. 

 

Keywords: Prisoners, Corruption, Clemency   
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